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PENDAHULUAN

.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha Pemerintah di dalam mengatur tanah-tanah di Indonesia baik bagi
perorangan maupun bagi badan hukum perdata adalah dengan melakukan
Pendaftaran Tanah sesual dengan redlisas dari Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia keseriusan
pemerintah juga dapat dilihat dari peraturannya yang terus diperbaharui yaitu
mula-mula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah yang kemudian telah diganti dan diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/lKepala Badan
Pertanahan Nasiona Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
dinyatakan bahwa:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penygjian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
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bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya

Sesuali dengan pengertian tersebut di atas dapat diketahui bentuk dari kegiatan
Pendaftaran Tanah adalah Peta dan daftar dan rangkaian kegiatannya adalah
pemeliharaan data fisik dan data yuridis'. Pelaksanaan pendaftaran tanah
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu oleh Pegabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) sebagai peabat umum yang diberi wewenang untuk
membuat akta otentik. Di dalam Pasal 1 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan
bahwa data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang-bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai
adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya; maksudnya bahwa diperlukan
adanya keterangan atas objek atas bidang tanah dan satuan rumah susun
mengenai letak, batas, dan luas serta bangunan yang ada di atasnya sedangkan
data yuridis adalah keterangan mengena status hukum bidang tanah dan satuan
rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-
beban lain yang membebaninya.

Peran PPAT sebaga salah satu pgjabat umum yang mendukung pemerintah
dalam pendaftaran tanah berkenaan dengan pemeliharaan data, maksudnya adalah
menyesuaikan data fisik dan data yuridis di dalam peta pendeftaran, daftar nama,
surat ukur, buku tanah dengan yang ada dalam sertipikat. Setiap perubahan data
fiskk dan data yuridis karena peralihan hak, nama pemegang hak yang sudah
didaftar, hapusnya atau diperpanjang jangka waktu hak yang sudah berakhir,
pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah, wajib didaftarkan oleh
PPAT kepada Kantor Pertanahan agar data yang terssmpan di Kantor Pertanahan
selalu sesuai dengan data yang ada di lapangan, sehingga tercapailah tujuan dari
pendaftaran tanah yaitu :

a. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan dengan memberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya.

! Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan
Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan), hal.474
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b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
pemerintah agar mudah dalam mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan untuk mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Data yang disimpan pada
Kantor Pertanahan bersifat terbuka untuk umum sesua dengan asas
pendaftaran yang terbuka artinya setiap orang yang berkepentingan atas
bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun dapat mengetahui data yang
disimpan dalam daftar-daftar di Kantor Pertanahan dan apabila seseorang yang
berkepentingan itu tidak mempergunakan haknya untuk mengetahui data-
data yang tersmpan di Kantor Pertanahan, maka hal itu menjadi tanggung
jawabnya sendiri artinya tidak ada kewagjiban Kantor Pertanahan
memberitahukan data-data tanah seseorang atau badan hukum perdata.

c. Tertib administrasi 2

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) peralihan
hak yaitu karena jual beli dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang ada,
dimana jua beli harus bersifat terang, riil dan tunai . Sifat terang artinya
perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat,
sebagal orang yang mengatur tanah adat tersebut agar perbuatan tersebut
dapat diketahui oleh seluruh masyarakat adat setempat, sedangkan sifat riil
artinya jual beli tidak terjadi hanya dengan ucapan kata tetapi harus ada bukti
tertulis berupa perjanjian jual beli di muka kepala adat, dan sifat tunai artinya
pembayaran harus dilakukan pada saat itu juga. Setelah terbentuknya UUPA
didalam Pasal 5 disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasiona kita adalah
Hukum Adat. Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang di-
sanneer® artinya hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan
bersifat nasional. Sesuai dengan tujuan terbentuknya UUPA dalam bidang
pendaftaran tanah, sgak berlakunya PP.No. 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah , jual beli dilakukan oleh para pihak dengan akta yang
dibuat di hadapan PPAT. Jua belinya harus sesuai dengan ketentuan hukum

2 Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah .LN
Tahun 1997 No. 57.TLN. No.3696. Ps.3

% Boedi Harsono,, loc.cit, hal.180
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tanah nasional kita yaitu telah dipenuhinya syarat sifat terang, bahwa jual beli
dilakukan di hadapan PPAT, dan syarat sifat riil, bahwa akta yang
ditandatangani oleh para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak
dari penjua ke pembeli, dan syarat sifat tunai, bahwa pembayaran harga dari
penjual kepada pembeli terjadi bersamaan pada saat peralihan hak
dilaksanakan. Akta Jual Beli yang telah ditandatangani kedua belah pihak
tersebut yang dibuat di hadapan PPAT hanya membuktikan peralihan
kepemilikan sgja artinya bahwa yang mengetahui bahwa pembeli adalah
pemegang hak tersebut hanya para pihak dan ahli warisnya karena belum
terjadi pendaftaran yang dilakukan oleh PPAT. Sebelum melangsungkan akta
jual beli ada dua syarat, yang harus dipenuhi untuk sahnya jual beli yang
bersangkutan yaitu :
1.  Syarat materiil®

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut

antaralain:

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan
Pembeli sebaga penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki
tanah yang akan dibelinya dengan melihat hak atas tanah apa yang ada
pada tanah tersebut, apakah hak milik, hak guna bangunan atau hak
pakai. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang
dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga Negara Indonesia
dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah (Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963). Jika pembelinya Warga Negara
Asing atau badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah,
maka jual beli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara
(Pasal 26 ayat (2) UUPA).

b. Penjual berhak menjua tanah yang bersangkutan dan yang berhak
menjual tanah adalah pemegang hak atas tanah tersebut yang disebut
pemilik, kalau pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak
untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi, bila pemilik tanah adalah

4 Adrian Sutedi, S.H,M.H. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, (Jakarta:Sinar
Grafika), hal.78
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dua orang maka yang berhak menjual tanah ialah kedua orang itu
bersama-sama. Tidak boleh seorang sgja yang bertindak sebaga penjual.

c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjuabelikan dan tidak sedang
dalam sengketa.

Mengenai tanah-tanah hak apa yang boleh diperjualbelikan telah
ditentukan dalam UUPA vyaitu:

1. Hak Milik (Pasal 20)

2. Hak GunaUsaha (Pasal 28)

3. Hak Guna Bangunan (Pasal 35)

4. Hak Pakal (Pasal 41)

Jika salah satu syarat materiil tidak dipenuhi, dalam arti penjua bukan
merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli
tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah atau tanah
yang diperjualbelikan sedang dalam sengketa atau merupakan tanah
yang tidak boleh diperjuabelikan, maka jual beli tanah tersebut adalah
tidak sah. Jual beli oleh yang tidak berhak adalah batal demi hukum,
artinya sgjak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli.

Syarat Formal

Syarat materiil dipenuhi, maka Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan

membuat aktajual belinya.

Sebelum akta Jual Beli dibuat PPAT, maka disyaratkan bagi para pihak

untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu:

Sertipikat adli, bukti identitas para pihak, tanda bukti pembayaran PBB

untuk tahun berjalan.

PPAT menolak membuat akta peralihan hak atau pemindahan hak atas tanah

bilamana:

a. Jika mengena bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas
satuan rumah susun pihak Penjual tidak menyerahkan sertipikat asli hak
yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan
daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;

® Adrian Sutedi. Ibid.
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b. Jikatanah yang akan dijual belum bersertipikat atau belum didaftarkan
di kantor Pertanahan, pihak Penjual tidak menyerahkan aat bukti
mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis atau surat
keterangan Kepala Desa/lKelurahan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut selama 20 tahun atau
lebih, secara berturut-turut oleh pihak Penjua dan pendahulu-
pendahulunya dengan itikad baik serta diperkuat oleh kesaksian orang
yang dapat dipercaya serta surat keterangan dari Kantor Pertanahan
bahwa tanah tersebut belum bersertipikat.®
Bentuk akta yang dibuat harus menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan disediakan oleh BPN melaui Kantor Pos’.
Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang
Pendaftaran Tanah dengan dikeluarkannnya Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang setiap peralihan
hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan PPAT, hal ini
dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatekan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olen PPAT
yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.
Oleh karena itu setiap perubahan karena jual beli, tukar-menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya
harus dibuktikan dengan aktayang dibuat oleh PPAT kecuali lelang. Akta PPAT
didalam kegiatan pendaftaran tanah diperlukan sebagai syarat/alat bukti bahwa
benar telah dilakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta dimaksud. Akta yang
dibuat oleh PPAT termasuk alat bukti tertulis; seperti yang dinyatakan didalam
Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada lima macam aat bukti

yaitu surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah, dan

® Indonesia. PP No. 24 Tahun 1997. Op.cit. Ps.39

" Boedi Harsono. Loc.cit. hal. 507.
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pembuktian yang paling tinggi yaitu surat-surat. Surat-surat ini dibagi dalam surat
akta dan surat-surat lain. Surat akta merupakan tulisan yang semata-mata dibuat
untuk membuktikan sesuatu peristiwa, sehingga didalam setiap pembuatan surat
akta harus ditandatangani, maksudnya bahwa akta yang ditandatangani merupakan
pengakuan kedua belah pihak atas peristiwa yang terjadi dan ditulis didaam
akta tersebut. Menurut undang-undang tanda tangan dalam akta dapat digantikan
dengan cap jempol apabila pihak yang ada didalam akta tidak dapat membuat
tandatangan karenatidak dapat menulis, sedangkan akta merupakan keterangan-
keterangan dari pihak atau pihak-pihak yang menghadap di depan peabat umum.
Ini yang dikenal dengan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang mengandung tiga unsur yaitu :
a.  Didalam bentuk yang ditentukan ol eh undang-undang
b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
c. Aktaitu dibuat oleh atau dihadapan peabat umum yang berwenang untuk
itu di tempat dimana aktaitu dibuat.
Jelaslah di dalam Pasal 37 PP N0.24/1997 menyatakan bahwa peralihan tanah
melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat
di hadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh Menteri,
yaitu untuk daerah-daerah terpencil dan belum ditunjuk PPAT/PPAT Sementara,
sebagal pengecualian Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan
hak atas bidang tanah Hak Milik yang dilakukan di antara perorangan Warga
Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT,
tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya
dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan, misalnya
akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perbuatan
hukum pemindahan hak, yang dikuatkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
Para pihak yang dimaksud sebagai penjua dan pembeli, masing-masing dapat
diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah yaitu surat kuasa dibuat
secara Notariel dihadapan Notaris. Jadi dengan ketentuan tersebut di atas tanpa
adanya akta jual beli peralihan hak tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan
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setempat, dan Kantor Pertanahan tidak dapat mengeluarkan sertifikat tanah
tersebut.

Sebelum proses pembuatan akta para pihak  mempersigpkan semua
dokumen yang berhubungan untuk pembuatan akta; sebelumnya PPAT
mempunyai kewajiban untuk memeriksa sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun pada Kantor Pertanahan untuk disesuaikan dengan
data fisk dan data yuridis yang ada di dalam daftar buku tanah yang ada di
Kantor Pertanahan setempat dengan menunjukkan sertipikat asli.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka PPAT membuat akta
Jual Beli yaitu peralihan hak dan pemindahan hak atas tanah dari atas nama
Penjual menjadi atas nama Pembeli, kemudian akta tersebut harus dibacakan dan
dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketikaitu juga oleh para pihak, saksi-
saksi dan PPAT (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998).

Oleh PPAT aktaitu dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) lembar yaitu:
a. Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap dismpan oleh PPAT yang
bersangkutan;
b. Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kantor
Pertanahan untuk keperluan Pendaftaran Peralihan Hak;
K epada parapihak diberikan salinannya;®
Dengan demikian akta PPAT tersebut 1 (satu) rangkap ada di kantor PPAT
yang bersangkutan, 1 (satu) rangkap ada di kantor pertanahan dan salinan akta
ada ditangan masing-masing pihak.
PPAT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sgjak akta tersebut ditandatangani, lembar
kedua Akta Jual Beli harus disampaikan ke Kantor Pertanahan, yang merupakan
dasar Kantor Pertanahan untuk membukukan peralihan tanah tersebut dalam
Buku Tanah dan mencatatnya dalam Surat Ukur yang sudah ada data fisik dan
data yuridis yang merupakan bukti bahwa hak atas tanah beserta pemegang
haknya yang lama secara hukum telah didaftarkan.

® Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Ps.101.
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Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat yang akan diberikan kepada
pihak pembeli. Sertipikat ini merupakan salinan Buku tanah dan Surat Ukur yang
dijilid menjadi satu dalam satu sampul.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data
yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang sertipikat hak atas tanah yang didaftarkan oleh Kantor Pertanahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2)nya menyebutkan:

“Daam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan
itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat
itu tidak mengaukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengena penguasaan tanah atau penerbitan
sertipikat tersebut.”
Dari ketentuan tersebut diatas walaupun sertipikat merupakan surat tanda bukti
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ternyata baik terhadap
sertipikat yang diterbitkan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) maupun berdasarkan
Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas,
seseorang yang merasa mempunyal hak atas tanah tersebut atau merasa
dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan setempat dan
kepada pemegang sertipikat hak atas tanah tersebut apabila penerbitan sertipikat
hak atas tanah belum 5 (lima) tahun, sehinggakalau lebih dari 5 (lima) tahun, jika
pemegang hak tidak mempergunakan haknya makayang bersangkutan dianggap
telah melepaskan haknya sedangkan apabila terjadi keberatan atas sertipikat hak
atas tanah maka pengadilan yang berkompeten untuk mengadili adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sertipikat sebagai alat bukti yang terbit
tersebut merupakan hasil dari suatu proses pendaftaran tanah. Sertipikat
diterbitkan atau pencatatan peralihan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan,
sehingga sertipikat merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Nasional yang diwakili dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pertanahan
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kabupaten/kotamadya setempat untuk menunjukan bukti kepemilikan tanah
seseorang/badan hukum perdata, dimana Kepala Kantor Pertanahan diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan
Nasional selaku Lembaga Eksekutif (Pemerintah) sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Badan/Pegabat Tata Usaha Negara adaah
Badan/Pgjabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan
wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan, maka yang menjadi
tergugat dalam hal ini adalah Badan atau pgabat Tata Usaha Negara (Pasal 1
angka 6). Jadi setiap adanya gugatan sertipikat hak atas tanah menjadi
kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
berwenang membatalkan sertipikat hak atas tanah dan memerintahkan Kepala
Kantor Pertanahan mencoret sertipikat hak atas tanah dalam Buku Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten atau kotamadya setempat.

.2 POKOK PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penerbitan
sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta PPAT, karenadalam sertipkat
hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tersebut selalu
dicantumkan Akta PPAT sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah,
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan akta PPAT yang dicantumkan oleh Kantor Pertanahan
dalam sertipikat hak yang digugat seseorang di Pengadilan Tata Usaha
Negara?

2. Apabila pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan sertipikat tersebut
apakah akta PPAT yang dicantumkan dalam sertipikat juga dibatalkan?

3. Bagaimanakah akta PPAT yang asli 1 (satu) rangkap yang disimpan oleh
PPAT dan salinan akta yang diserahkan PPAT kepada pihak penjua dan
pembeli?
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1.3 Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian penulisan tesisini untuk :

1.Menganalisis dan mengetahui kedudukan akta PPAT  yang
dicantumkan oleh Kantor Pertanahan dalam sertipikat hak yang
digugat oleh seseorang di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.Menganalisis dan mengetahui pengaruh Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas
pembatalan sertipikat terhadap akta PPAT yang dicantumkan
dalam sertipikat hak yang juga dibatalkan.

3.Menganadlisis dan mengetahui akta PPAT yang adi 1 (satu )
rangkap yang dismpan oleh PPAT dan salinan akta yang
diserahkan PPAT kepada pihak penjual dan pembeli.

.4 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif dengan sumber yang diperoleh dari menghimpun data kepustakaan

dengan cara melakukan studi dokumen.
Data yang digunakan adal ah data sekunder berupa:

1

Bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Hukum Pertanahan Indonesia dan Hukum Tata Usaha
Negara, keputusan Pengadilan.

Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku mengenai Hukum Pertanahan
Indonesia dan Tata Usaha Negara, tesis yang sudah ada diperpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan buku-buku lainnya.

Bahan hukum tertier yang meliputi kamus dan ensiklopedia dalam bidang
hukum yang berkaitan dengan pertanahan.

Alat pengumpul data untuk data primer berupa wawancara dengan
narasumber atau informan yang berkompeten dalam bidangnya yang
berhubungan dengan tesis.

Metode pengolahan analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif,

yang artinya data yang diperoleh tersebut di atas akan dianalisis secara mendalam,

dan komprehensif. Sifat pendekatan kualitatif terletak pada kumpulan informasi
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yang subyektif dari penulis maupun sasaran penelitiannya. Hasil penelitian ini

bersifat deskritip-analitis karena memberikan gambaran sesuai dengan keadaan

sebenarnya.

.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab .

Bab II.

Bab I11.

Pendahuluan mengenal latar belakang, pokok permasalahan, metode
penelitan dan sistematika penulisan.

Kedudukan Akta Peabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Disini dibahas mengenai
sejarah Pendaftaran Tanah sgjak diundangkan UUPA No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana didalam UUPA
Pasal 19 menginstruksikan pendaftaran tanah diseluruh wilayah
Indonesia sehingga dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 Tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, yang didalamnya
mengatur tentang Sistem Pendaftarannya, sertipikat dan juga Pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dengan dikeluarkanya Peraturan
Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang dimaksudkan Pasa 19 PP No.10 Tahun
1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya, dan juga
menjelaskan mengenal peranan PPAT pada saat itu. Disini juga
diterangkan Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan PP
No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang disini juga
menerangkan Peranan PPAT menurut PP ini yaitu merupakan pembantu
dari Kepala Kantor Pertanahan yang mempunyai profesi yang mandiri
didalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum dan pembuatan
akta dalam perbuatan hukumnya, dan menerangkan kedudukan PPAT
sebagal pejabat TUN dan bukan Pegjabat TUN, dan contoh kasus didalam
putusan TUN mengenai pembatalan sertipikat, juga memuat komentar
dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari hasil
wawancara yang menambah khasanah penulisan ini.

Penutup mengenai kesimpulan dan pemberian saran.
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